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Abstrak
Dalam penegakan hukun lingkungan, sanksi hukun adminisaasi yakni berupa pengenaan paksaan
p€rnerintahan (ber/rrlsdwarg) dipandang sebagai salah sahr ymg efel(if dan baryak digunakan,
selain pencabutan izin. Wujud pengenaan sanksi bestuurswang ini dapat dilakukan berupa
penghentian kegiatan, penutupan, hingga pembongkaran bangunan. Pelanggaran terhadap rencana
tata ruang ini didasarkan pada sx atu perbuatan yang menyalahi atau melanggar peruntukan, walaupun
pengenaannya dapat saling dipertukarkan (alternatit d€ngan sanksi uang palsa (bLdng.tan). Den|dar.
dernikian kiranyaperlu diperjelas apa yans dinaksud dengan sanksi 6€i1z6d"a ini. Dalam bahasa
Indonesia, ,ertruraVal,A kxecutiNe coelcian) dapat dipadanl(an dengan paksa pemerinhhan alau
dapat juga disebut sebagai paksaan nyata. Untuk nemahami keberadaan ,er&u /Jdrd,a datam hukum
adminisfasi tidak dapat djlepaskan dengan hakikat hubungan para pihak (subyek hukum) di dalam
hukum adrninistnsi. Hubungan sublek hukun dalam hal ini hukum adninistrasi adalah adminisirasi
(tata usaha negara) dengan $'arga nasyarakat yang sifainya subordinatif. Hukum adm inistrasi negara
fongsinya sebagai instrumen yuridis. ada tujuan iertentu yang realisasinya diserahkan kepada organ
administrasi negara tertentu pula. Jika dijumpai ada pelanggaran lerhadap hukum administasi, yang
rnemiliki tujuar tertentu, naka organ ters€bu! mempuryai w€wenang unhrk menyingkirkan tujuan
yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut.
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I. PEN'DAHT,'LUAN
Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, maka saaksi hukum administrasi yakni

berupa pengenaan paksaan pemerintahan (De stuursdwang) meupakan salah satu yang paling
efekifdan paling banyak digurmka4 selain pencabutan izin. Wujud pengenaan sanksi bestuurswang
ini dapat dilalukan berupa penghentian kegiatan, penutupan, hingga p€mbongkaran bangunan.
Pelanggaran terhadap rencana tata ruang ini didasaikan pada suatu perbuatan yang menyalahi
atau melanggar penutukarL walaupun pengenaarmya dapat salng diperhrkarkan (altemati0 dengan
sanksi uang paksa (dlr,angsoz). Dengan demikian kiranya perlu dipeielas apa yang dimaksud
dengan sanksi besftrarswang ini.

Dalambahasalndonesi4bestuursdwang(execul e coercion) dapatdipadanlan dengan
paksa p€merintahan atau dapatjuga disebut sebagai paksaan nyata. Untuk menallami kebendaan
bestuursdwang dalam hukum administrasi tidak dapat dilepaskao dengan hakikat hubr-rngan
pam pihak (subyek hukum) di da.lam hutrm administrasi. Hubungan subyek hul-um dalam hal ini
hukumadministrasiadalal,administr€si(tatausahanega€)denganwargamasyamkatyalgsifatrya
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